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BUPAT4 TOBA

PROVINSI ISUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA

NOMOR2 TAHUN 2024

PENCEGAHANDAN PRM8ERANTASAN PKNYALAHGUNAAN DAN

PEREDARAN GFSLAP NARKOTIKA DAN PRKKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA
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BUPATI TOBA,

bahWa narkotika dan prekureor narkotika merupakan zat

atau obat yang bermanfaat bagt pelayanan keaehatan

dalam pengobatan penyakit tertentu, namun apabila

diealahgunakan dapat nieriimbulbart ketergantunggn dan

membahayakan bagi seseorang atau maayarakat aehingga

dapat menghambat tujuan pembangunan nasional

maupun daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas

eumber daya manusia, adil dan makmur yang merata

oiateril dan epiritual berdasarkan Pancaaila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik lnÖoneaia Tahun 1945;

bahwa untuk mengantiaipasi eemakin meningkatnya

penyalahgunaan narkotika dan prekureor narkotika di

Kabupaten Toba diperlukan upaya pencegahan

penj-alahgunaan narkotika dan prekureor narkotika;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal3 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Fasilitaei Pencegahan Dan Pembeeantaean

Penyalahgtmaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekuraor Narkotika, Bupati melakukan pencegahan dan

pemberantasan penyalakgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekureor Narkotika, dengan penyusunan

peraturan daerah menge ar pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran

Gela.p Narkotika dan Prekuraor Narko ,

bahwa berdaearkan pertimbangan eebagaimana

dimakeud dalam huruf a, huruf b, dan hurufc perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan

Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekuroor Narkotika

Paaal 18 ayat (6) Undang-Undang Daear Negara Republik

Indoneaia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor U Tahun 1998 tentang

Pembentukan Oaerali Titigkat II Toba Samoeir dan



Kabupaten Daerah Tingkatß Mandailing Natnl (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188,

TamBahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3794);

3. Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika

(Lembaran Nepara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneeia

Nomor 5062};

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik

fn‹tonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Mfnbaran

Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kalt terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 teotarig Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Urtdang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Yahun 2013 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3tiTahun 2ßO9

tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indoneeia

Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 54t9);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Perubahan Nana Kabupaten Toba Samosir Meojadi

Kabupaten Toba di Provinsi Sumntera Utara (Lemharan

Negara Repubik Indoueeia Tahun SOKO Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

6474);

7. Peroturan Menteri 13 lam legen Nomor 12 Tahun 0019

tentang Faei1ita.si Pencegahan Dan Pemberantaean

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

Prekursor Narkotika (8erita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 195);

8. Peraturari Menteri Keeehatan Nomor 4 Tahun 20fl0

tentang Penyelenggaraan Instimsi Penerima Wajib Lapor

(Berita Negara Republik Indoneaia Tahun 2020 Nomor 30};

9. Peraturan Menten Sosial Nomor7 Tahun 2021 tentang

Aaistcnsi Rehabilitasi Social (Berita Negara Republik

lndonesiaTahun 2021 Nomor IOOT );

Dengan Pereetujuan Bereaioa

DEWANPERWAIOLAN RAKYATDAERAH KABDPATEN TOBA

dan

BUPATI TOBA

MKMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAifRAl-I TENTANG PENCECrAHAN DAN

PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN

OELAPNARKOTIKA OAN PRE8URSOR NARKOTIKA.



BAB I

KETENTUAN UMUM

PasalI

Dalam Peraturan Daerah ratyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.

2. Bupati adalah Bupati Toba.

3. Gubernur adalah Gu bernur Sumatera Utara.

4. Pemerintah Pu sat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presides

Republik Indon•sia yang memegang kekuasaan pemerintaban negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Preslden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Uridang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Toba sebagai unsur penyeleriggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah Kabupaten Toba yang selanjutnya

disirigkat DPRD adalah lembaga persian rakyat daerah yang

berkedudukari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yarig menjadi kewenangan Daerah.

8. Aparatur Sipil Negara yarig selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

bekerja pada instansi pemerintah.

9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkail

penurunan atau perubahan kesadaran, húangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan.

10.Prekursor Narkotika adalah zatatau bahan pemula atau bahan kimia yang

dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel

sebagaimana terlampir dv mm Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika.

11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan

secara sadar dan bertanggung jawaby ang bertujuan untuk mentsrimIran

dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

penyalahguman narkotikø.

12.Periyalahgunaan adalah periggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan

hukum.

13.Peredaran Gelap Narkotilrn. dan Prekursor Narkotika adalah setiap

kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau

melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan

Prekursor Narkotika.

14.Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan

dan Pemberantasan sebelum terjadinya Perivalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika dat Prekursor Narkotika.

1 S.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau

meriyalahgunakan Narkotika dart dalam keadaan

ketergantunganpada Narkotïka, baik secara fisik maupun psikis.

16. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak

atau melawan hukum.

17.Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja

menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa

dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

18.Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan

untuk mertggunakan Narkotíka secara terus-merierus dengan takaraia



31.

yarıg meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila

penggunaannya dikurangi dan /atau dihentikan secara tiba-tiba,

menimbulkan gejala fisik dan psikis yarıg khas.

19.Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada

penyalahguna/pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.

20.InRtitusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah

pusat keseha.tan masyarakat, rumah sakit, dan/atan lembaga rehabilitaRİ

yang ditunjuk oleh pemerintah.

21. Relıabilitasi Medis adalah suatu proees kegiatan pengobatan secara

terpadu nutuk meeıbebmkan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

22. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalieasi dan pengembangan

nutuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya

secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

23.Satuan Pendidikan adalah kelompok dayanan pe tdidikan yang

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, norıformal, dan inforınai

pada jenjang dan jenis Perıdidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di

Daerah.

24.Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala

keluarga dan beberapa orang yang tekumpul dan tinggal di suatu tempat

dibawah suatu atap dalam keadaan ealing ketergantungan.

25.Pendidik adelah tenaga kependidikan yang berkualifıkasi eebagai guru,

doeen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, faeilitator,

dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, eerta berpartisipasi

dalam menyelenggarakan pendidikan.

26. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berueaha merıgembangkan

potensi diri melalui prosee pembelajaran yang tersedia padajalur, jenjang,

dan jenis pendidilran tertentu.

27. Badan Usaha adalah setiap badarı hukum perusahaan yang didirikan

berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah ketja/operasionalnya belada

2.8. Tempat Ueaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang

gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya

yang digunakan untuk penyelenggaraan perueahaan diDaerah.

29.Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang nutuk

dapat menginap/istirahat, mempemleh pelayanan, dan atan fasilitas

lainnya dengan dipungut baparan, termasuk bangunarı lainnya, yang

menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, Lecuali untuk

pertokoan dan perkantoran diDaerah.

30.Media Massa adalah media elektronik dan cetnk.

Lembaga Keagamaan adalah sistem keyakinan darı praktik keagamaan

dalam masyarakat.

32.Lembaga Adat adalah lembaga kemaayarakatan baik yang sengaja

dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di

dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu rrıasyarakat hukum adat

tertentu dengan wilayah bukum danha katas harta kekayaan di dalam

hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang nutuk merıgatur,

mengurus dan menyelesnikan berbagai permasalahan kehidupan yang

berkaitan dengarı dan mengacu pada adat ietiadat dan hukum adam yang

berlaku.



ASAS DAN TUJUAN

Pasal2

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika darı Prekursor Narkotika

dieelenggarakan berdasarkan asas:

a.keadilan;

b. pengayoman;

c. kemanusiaan;

d.ketertiban;

e. perlindungan;

f. keamanan;

g.nilai-nilai ilmiah; dan

h.kepastian hukum.

Pasal5

Pencegahan Penyalalıgunaan Narkotika dan Prekureor Narkotika bertujuan

a.eıencegah dan melirıdungi masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika dan

Prekureor Harkotika;

b.memberikan perlindungan kepada mosyarakat dari ancaman

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam upaya

pencegahan penyalahgunaan Narkotika. dan Prekureor Narkotika; dan

d. menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam tata kehidupan

bermasyarakat dari ancaman penyaJadgunaan Narkotika dan Prekursor

Narkotilm

TU€IAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal4

Tııgas Pemerintah Daerah dalam Pencegahan darı Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika km Prekureor Narkotiha

meliputi:

a. rnemberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang

benar kepada masyarakaf tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan

Prekursor Narkotika;

b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga Pemerintah,

swasta maupun masyarakat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait

dengarı Pencegahan dan pemberantnsarı penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. memfasilitaei upaya khusus, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan

pasca rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. melırıdungi kepentingan maeyarakat luas terhadap resiko bahaya

penyalahgunaan Narkotika dan/alın Prekursor Narkotika.

PasaJ5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan

Pertyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotilrs

meliputi:

a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

b.mengatur dan merigawasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

di Daerah jrang diselenggarakan oleh swasta dari,/ataii inasyarakat.



BAB IV

PENCECAHAN

Bagian Kesatu

PasM6

( 1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan pemberantasan

penvalabgunaan dan PeredaranC elap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dari Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayai( lj,

dilakukan melalui kegiatan antara lain:

a. seminar;

b.lokak a;

c. ivorkshop;

d. pagelaran, festivaJ sent dan budaya;

e.outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas:

f. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;

g. pemberdayaan masyarakat;

h.pelatiban masyarakat:

i. karya tulis ilmiah; dan /atau

j. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

Pasal7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

a. keluarga;

b. satuan pendidikan;

c.masyarakat;

d.institusi Pemerintalı Daerah, instarısi vertikal di Daerah dan DPRD;

e.badan usal+a, tempat u saha, hotel/penginapan dan tempat hibııran; dan

f. media massa;

g.lembaga keagamaan; dan

h.lembaga adat.

Bagian Kedua

Pencegahan melalui Keluarga

Pasal8

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui keluarga, meliputi:

a. merringkatkari pemahaman keagamaan;

b.meningkatkan korvunikasi yang harmonis antar anggota keluarga,

khususnya dengan anak;

c.melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai

kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan

Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d.memberikan edukasi det informasi yang benar kepada anggota keluarga

mengenai bahaya penvaJahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika.



Bagian Ketiga

Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal9

(1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika.

(2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalabgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narlcotika sebagairnana dimaksud pada ayat l1)

dilaktikan dengan cara:

a.menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan

Penyalahgunaan läarkotika dan Prekursor narkotika;

b.me1akukan kegiatan sosialisasi tentang Pencegahan Penvalahgunaan

Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan;

c. membentuk tim/ke1ompok kerja satuan tugas anti Narkotika dan

Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan;

d.inelaksanakan kampanye dan penJebaran informasi yang hem

mengenai baliaya penyalahgunaan Narkotika dam Prekursor Narkotika;

e. memfasilitasi layanan konsultasi dan konseling bagi peserta didik yang

memiliki kecenderurigan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor

Narkotika;

f. berkoordinasi dengan orang tua/walt dalam hat adanJ-a indikasi

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

g.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor

Narkotika di lingkungan sekolab kepada pihak vang berwenang; dan

h.menjalin koordinasi dengan pihak berwenong mengenai Pencegahan

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Crelap Narkotika

dan Prekursor Narkotika dilingkungan satuan pendidikan.

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan

bertanggung jawab, stas:

a. pelaksanaan kampanye, penyebaran irrformasi, dan pemberian edukasi

mengenai bahaya Penjalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

dan

b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pencegahan

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan

satuan pendidikw.

(2) Pelaksanaw karnpanye, penyebaran informasi dan pemberian eduLasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kegiatan

intrakurikuler atau ekstrakurikuler.

Pasalll

(1) Dalam hal Pendidik terlibat Penyalahgunaan Narkotilra. dan Prekursor

Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan n ajib memberikan

hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undanganyang berlaku.

(2) Dalam halPeserta didik terlibat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor

Narkotika, satuan pendidikan wajib:

a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan

belajar; dan

b. memerintahkan Peserta didik mengikuti program pendampingan

dan/atau rehabilitasi.

(3) Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh

Pendidik atau Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang



(1j

(2)

(3j

dan/atau putuean pengadilan yarig menyatakan bahwa yang

bersangkutari secara nyata telah terbukti menyalahgunakan Narkotika

dan Prekursor Narkotika.

(4) Dalam hal Pendidik terbukti mengedarkan Narkotika dan Prekursor

Narkotika, penanggu jawab satuan pendidikan w@ib memfierikan

hukunian disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(5) Dalam hal Peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika dan Prekursor

Narkotika, penanggiing jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan

eariksi berupa:

a.pembebasan sementara dari kegiatan belajw, dan/atau

b.sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(6) Satuan Pendidikan harus menerima kembali Peeerta didik yang

dibebaskan eementara dari kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, setelah sele menjalani program pendampingan

dan/atau rehabilitasi.

(7) Satuan Pendidikan harus nienerima kembali peserta didik yang

dibebaskan sementara dari kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf a,setelah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau telah

selesai menjalani hukuman sesuai keterituan peraturan perundarig-

undangan.

Bagian Keempat

Pencegahan melalui Masyarakat

PaI12

Setiap masyarakat melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaari dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotiko..

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahguriaan dan Peredaran C etap

Narkoti1«a. dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan antara lain:

a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika;

b. menggerakkan kegiatan sosial kemasyarakatari melawan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika;

c. membentuk eatuan tugae ditingkat kelurahan/desa; dan

d.meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan organisasi

kemasyarakatanyang berpotensi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap NarkoŁika dan Prekursor Narkotika.

Pencegahan Penyalahgunaan dam Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika melalui masyarakat sebagaimana dimakoud pada

ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengari

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.

Pasal 13

8etiap masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang,

apabila mengetahui ada indikaei t@adi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekureor Narkotika.



Bagiari Kelima

Penceganan melalui Instansi Pemerintah Daerah,

Lembaga Pemerintah diDaerah dan DPRD

Pasal 14

(1) Setiap instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan

DPRD, berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi

tentang bahaya Penyalahgunaan dan PeTedaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika.

(2) Pelaksanaan kampanve dan penyebaran informasi sebagoimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sanna dengan

Perangkat Daerah/lembaga terkait.

Pasal 15

Setiap Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD u‘ajib

melakukan upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan

melekat terhadap pegawai dan lingkungan ke anya.

Pasal 16

Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan

dengan cara:

a. melaksanakan penandatanganan surat pernyataan di atas kertas

bermaterai yang menyatakan tidak a.Lar menyalahgunakan dan

mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada anggota DPRD

danseluruh pegawai dilingkungan Perangkat Daerah;

b.memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan dan Peredaran

Crelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di

lingkungan kerjanya;

c. melakukan pemeriksaan tes uriri secara berRala bekerjasama dengan

Lembaga berwenarg dalam rangka menciptakan lingkungan kerJa bersih

dari Perlyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dari Prekursor

Narkotika;

d. me]aporkan adanya indikasi Penvalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lirigkungan kerianya

kepada pihak berwenang;

e. menjalin koordinasi dengan pihak bertenang jika teriadi Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan

tempat kerjanva; dan

f. membentuk timsatuan tugas atau penggiat anti narkotika dalam rangka

menciptakw lingkungan kerja yang bersih dari Periyalahguoaan dan

Peredaran Ctelap Narkotika dan Prehursor Narkotika.

Pasal U

(1) Pemerintah Daerah dapat merietapkan persyaratan bebas Narkotika dan

Prekursor Narkotika dalam penerimaan ASN.

(2) Persyaratari bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika. dalam penerimaan

ASN sebagaimana dimakstid pada ayat (1) meliputi:

a. surat keterangari bebas dari Narkotika hasil pemeriksaan Narkotika

yang dikeluarkan oleh rumah sakit rnilik Pemerintah Daerah maupun

Klinik Pratama BNN yang ada diwilayahnva; dan

b.surat pernyataan tidak akan men alahgl nakan dan/atau mengedarkan

Narkotika dan Prekursor Narkotika pada saat menjadi Calon ASN

maupun selama menjadi ASN, dan bersedia dijatuhi linkv man disiplin



maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan dan/atau

peredaran Narkotiko. dan Prekursor Narkotika, yang dibuat di atas

kertas bermaterai cukup.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,

Hotel/Penginapan dan Tempat Hibııran

Paeal 18

(1) Setiap Badan Usaha, Tempat U eaha, Hotel/Penginapan dan tempat

hiburan, wajib melakukan pengawasan terhadap Pencegahan dan

Pemberantasafı Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika.

(2) Pengawasarı terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Petedaran Gelap Narkotiko dan Prekureor Narkotika sebagaimana

dimaksud padaayat( 1) dilakukarı derıgan cara:

a.mela ıaakan penandatanganan surat pernyataarı tidak akan

merıyalalıgunakan dan mengedarkan Narkotika dan Prekursor

Narkotika diatas kertas bermeterai cukup kepada seluruh karyawan;

b.me1aksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika;

c. me ıasang papaz pengumuman larangan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Badan Ueaha,

Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan yang mudah

dilihat dan dibaca;

d.me1aporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotiko dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang; dan

e. menjalin koordinasi dengar pihak berwenang dalam hal terjadi

Penyalahgurıaan dan Peredarart Gelap Narkotika dur Prekureor

Narkotika.

Pasal 19

(1) Setiap Badan Ueaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat

hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paral

18 dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a.teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. pencabutan izin; dan

e. denda administratif.

(3) Ketentuan lebíh lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana

dimaksud padaayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujulı

Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 20

Media Massa diDaeralı harus berperan aktif dalam upaya Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkotika darı Prekursor Narkotika, derıgan cara:



m melaksanakan kampanye darı penyebaran irıformasi mengenai bahava

Penjalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dert Prekursor Narkotika;

darı

b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya

Penyalahgunaan darı Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedelapan

Pencegahan Melalui Lembaga Keagamaan

Pasal2 1

Pencegahan melalui Lembaga Keagamaan dilaksanakan dengan melakukan

himbauan untuk tidak menyalahgunakan, mengedarkan Narkotika dan

Prekursor Narkotikn.

Bagian Kesernbilan

Pencegahan melalui Lembaga Adat

Pasal 22

Pencegahan melalui Lembaga Adat dilaksanakan oleh tokoh adat dengan

melakukan himbauan untuk tidak menyalahgunakan, mengedarkan

Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(1)

(2)

BAB V

ANTISIPASI DINI

Pasal 23

Pemerintah Daeralı melakukan Antisipasi Dirıi dnlam upaya

Penvalahgunaan dan PeredararıC elap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. memasang papan pengumuman larangarı Penyalahgurıaan dan

Peredaran Gelap Narkotilca dan Prekursor Narkotika di tempat yang

mudab dibaca di lingkungan satuan pendidikan, bad an usaha, tempat

hiburan, dan fasilitas umum lainnya;

b melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai fiaaya

dan dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika melalui Media Massa dan kegiatan lainnya;

C. bekerja sanna dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau

instansi lairinya untuk melakukan gerakan anti Narkotika dan

Prekursor Narkotika;

d membangun sarana prasarana dan meriingkatkan sumber daya

manusiadalam rangka Antisipasi Dirii Penyalahgunaan Narkotika dan

Prekursor Narkotika;

e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia dilingkungan

satuan pendidikan, Lembaga Kengamler., lingliungan keria, dan

lingkungan Masyarakat:

I. inelakukan pengawaean terhadap Badan Usaha, Tempat Usaha,

Hotel/Penginapan, tempat hiburan dan tempat yang rentan terhadap

teriadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika; dan

melakukan tes urine secara berkala kepada lingkiingac pemerlntah,

satuan pendidikan, Banan Usaha, Tempat Usaha,

Hotel/Penginapan, tempat hiburan, dan lingkungan Masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VI

PENANGANAN

Pasal 24

(1) Pemerintab Daerah melaksanakan penanganan terhadap Pecandii,

Penyalah Guna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor

Narkotika sebelum mendapatkan Rehabilitasi.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan peuanganan terhadap Pecandu,

Penvalah Ouna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor

Narkotika berkoordinasi dengan kementerian varg melaksnnnlran urusw

pemerintahan bidang kesehatan, kementerian yang melaksanakan iirusnn

pemerintahan bidang sosial dan Badan Narkotika Nasional di Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganari sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PARTISIPAS1 MASYARAKAT

Pasal 25

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalem Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dar. Peredaran Oelap Narkotika dan Prekursor Narkorilra.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

cara:

a. melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya

Penyalahgunoon du Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika;

b meningkatkan pemahaman dan keea.daran masyarakat mengenai

dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika;

c. membentuk wadab partisipasi masyarakat;

d.menciptakan lingkungan yaxig meiadukung bagi mantan Pecandu,

PenjalahG una dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekrirsor

Narkotika;

e. terlibat aktif du lam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan 0.nu Peredaran Gelap Narkotilra dan Prekursor

Narkotika;

f meningkatkan komunikasi dan ketahanan keluarga untuk mencegah

teriadinya Penyalabgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika; dari

g. pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

(3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dapat

berbentuk perorangan atau kelompok.

PasM26

Partisipasi masyarakat dalam upaya Pencegahaii dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

diwujudkan dengan:

a.kerja sama atau kernitraan dengan lembaga perididikan, lembaga

keagamaan, lembaga kemasvarakatan, lembaga adat, dan !embaga

nonpemerintah;

b.pengembartgan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dari rentan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. pelatihan keria atau pelatihan kompetensi;

d.pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini

Masyarakat, dan forum pembaurar kebangsaan;



e. pelibatan institusi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh

Mas3•arokat; dan/atan

f. pelibatan tokoh Masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.

(l

(2)

BAB VII1

REHABILITASI

Bagian Kesatu

Pasal 2T

(1) Penanganan terhadap Pecandu, Penyalah Ouna dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilaksanakan melalui

upaia rehabilitasi.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rehabilitasi medis; dan

b.reiıabilitasi sosial.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bagi Pecandu. Penyalalı Guna dan Korbarı

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

(4) Pemerintah Daerah bertanggungiawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi

bagi Pecandu, Penyalah Guna danKorban Perıjalahgunaan Narkotika dan

Prekursor Narkotika yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

PasM28

Orangtua atan wali dari Pecandu, Penyalah Guna dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang belum cukup

umur wajib melaporkan pada pusat kesehatan masvarakat, rumah sakit,

dan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosiâl yang ditunjuk oleh

Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atan perawataıa melalui

Rehabilitasi Medts dan Rehabilitasi Sosial.

Pecandu, Penyalah Guna dan Korbarı Penyalahgunaan Narkotika dan

Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau

dilaporkon keluarganya pada pusatkesehatan masyarakat, rumab sakit,

dan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh

Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan /atau perawatan melalui

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Medis

Pasal 29

(1) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud daJam Pasal 27 ayat (2) huruf a

dilakukan terhadap Pecandu, Penyalab Guna danKorbarı Penyalahgunaan

Narkotika dan Prekursor Narkotika pada pusat kesehatan masyarakat,

rumah nekit, dan lembaga rehabilito si medis yang diselenggarakar oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah atan masyarakat.

(2) Pusat kesehatan masyarakat. rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerirıtahan di bidang kesehatan sebogei

IPWL.

(3) Penetapan pusat kesehatan masyarakat, rumalı sakit dan lembaga

rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah

memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan oleh Kepala

Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.



(4} Lembaga rehnbilitasi medis sebagaimana dñnaksud pada ayat (2) berupa

klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu,

Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor

Narkotika diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Sosial

Pasal3 1

( 1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) hurufb

dilakukan terhadap Pecandu, Penyalah Guna darı Korban

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diselenggarakan

baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

representasi fungsi straiegis Kementerian varrg menyelenggarakan urusan

Pemerintahan bidang sosial.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban meınfasilitasi penyelerıggaraan

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah.

PasM32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu,

Penyalah Tuna dan Korban Penyalahguriaan Narkotika dam Prekursor

Narkotika diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanäkan upaya Pencegahan dan

Pemberantasari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika dapat melakukan kerjasama.

(2) Keijasama sebagaimaoa dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:

a.organisasi kemasyarakatan;

b.swasta;

c. pergtiruan tinggi;

d. sukarelawan;

e. perorangan; dam/atau

f. badanh rikum.

(4) Ketentuan lebih lanjot mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 34

(1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Oe1ap Narkotika dan Prekursor Narkotika

di Daerah, Pemerintah Daerah menynsunRencana Aksi Daerah.

(2) Penyusunan Rencana AkSi sebagaimaria dimaksud pada ayat ( 1)

dilaksanakan setiap tahun.



( 1}

(2)

{2)

(I)

(2)

(3j

(4)

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat 11) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABXl

PELAPORAN

PasaT 35

Bupati melaporkari kegiatan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan

Narlcotika dan Prekursor Narkotika kepada Gubernur.

Bentuk dart tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Bupati ınelalui Kepala Peıangkat Daerah yang membidangi urusam

pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan

dan pengawaoan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (l)

dilaksanakan sesuai dergin ketentuan peraturan perundang-undangan.

TIM TERPADU

PasM37

Bupati membentuk tim terpadu Pencegaharı dan Pemberwtasan

Penyalabgunaan darı Peredaran Gelap Narkotiko dan Prekursor Narkotilra

di Daerah.

Tim terpadu sebagairnarıad ise ksud pada ayat (1), bertugas:

a.menvusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NavkoiiVe dan Prekursor

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 di Daerah;

b.mengoordinasikan, merıgaralıkan, mengendalikan, dan mengawasi

pelaksa aan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyaJahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan

c. menyusun 1aporar+ pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan

pemberantasan penyalahgurıaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika di Daerah.

Su sunar keanggotaan tim terpadu sebaraimana dimaksud pada ayat( 1),

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Keterıtuaıı lebih lanjut mengeııai susunam kearıggotaan Tim terpadu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEN DANAAN

Pasal 38

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pericegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

bersumber dari:

a. anggaran pendapat dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan



d. siimber-stimber lain yang satt dan tidak men gikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundarigundangan.

BAB XV

KETFNTUAW PENUTUP

Pasal 39

Per'aturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar eetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba.

Diundangkari diBal2ge

pada tanggal 2 Jg rjt 2024

Ditetapkan diJ alige

pada tanggal p p rtk 2024

BUPATITOBA,

cap/dto

POLTAK SITORUS

SEKRETARIS DAESAHI UPATEN TOBA,

cap/dto

AUGUS SITORUS

I EMBIRAJ DAERAH KABUPATEN TOBA TA.HUN 2024 hOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA,PROVINSI SUMATERA

UTARA: 2-37/ 2024;

qn sesuai dengan aslinya

'. PAfiA BAGI.AN HUKUM SETDAKAB TOBA,



ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA

NOMOR2 TAHUN 2024

TENTANG

PEHCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN

PEREDARANC ELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIIM

I. UMUM

Narkotika dari Prekursor Narkotika di satu sist merupakan obat atau

bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatari

dan pengembangail ilmu pengetahuan, namiin di sisi lain dapar pula

menimbulkan ketergantungari yang sangat merugikan apabila

disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasari

yang ketat dan seksama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menjelaskan bahwa narkotika merupakan obat atau bahan ang

bermanfaat di bidang pengobatan atau di bidarig pengembangao ilmu

pengetahuan, namnn disist lain dapat menimbulkan ket-rgantungan

dan apabila disalahgunakan akan dapat menimbulkan bahava fisik,

men tal bakan dapat menjurus kepada kematian.

Narkotil‹a dan Prekursor Narkotika apabila disalahgunakan atau

digunoJron tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan

akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat

khu susr+ya generasi muda. Hal intakan lebih merugiRan jika disertai

dengan periyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ymng dapat

mengakibatkan bahaya5 ang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai

budaja bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan

nasional, termasuk diSumatera Utara.

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika mendorong

adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika dan

PrekursorNevÄotika menyebabkan meriingkatnya penyalahgunaan. Oleh

karena itu diperlukan upaya pencegahan dari pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba.

Pembentukan Peraturan Daerah inimerupakan amanat Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahiin 20 19 tentang Fasilitasi

Pencegahan dan Pemberantasari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dari Prekursor Narkotika, bahwa Bupati mengembari tugas

untuk melakukan fasilitasi yang salah satunya dengan menasun

peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan PeredaranU elap Narkotika dan Prekursor Narkotika

yaiig memuat sekurang-kurangnya aiistisipasi dini, pencegahan,

penanganan, rehabilitasi. pendanaan dan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEM1 PASAL

Pasal1

Cukmpjelas.



Pasal2

Cukupjelas.

Pasal3

Cukupjelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal5

Cukupjelas.

Pasal6

Cukupjelas.

Paeal7

Pasal8

Cukupjelas.

Pasal9

Cukupjelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukupjelas.

Ayat (2)

Yanø dimaksud dengan ‘intrakurikuler" adø1øh kegiatan yang

dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas dart terjadwal

dengan sietemik yang merupakan program utama dalam proses

mendidik siswa.

Yang dimaksud dengan ‘ekstrakurikuler" adalah kegiatan nori

pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah diluar jam

belajar kttrikulum standar.

Paeal 11

Ayat (1}

Yang dimaksud dengan ‘penanggung jawab Satuan Pendidikan” adalah

pimpinan Satuan Pendidikan seperti Kepala Sekolah, Ketua Yayasan,

Direktur Lembaga, dan 1sin-Iain..

Ayat (2J

Cukup jelas.

Aym(3)

Cukupjeas.

Ayat(4)

Cukupjelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukupjelas

Ayat(7)

Cukupjelas.

Paæ112

Cukupjelas.

Pasal 13

ul‹up jelas.

Pasal 14

Cukupjelaa.

Pasal 15

Cllkup jelaR.

Pasal 16

Cukupjelas.

Pasal 17

Cukupjelas.

Pasal 18

Cukupjelas.



Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukupjelas.

Pasal2 1

Cukupjelas.

Pasal 22

Cukupjelas.

Pasal 23

Cukupjelas.

Pasal 24

Cukupjelas.

Pasal25

Cukupjelas.

Pasal 26

Cukupjelas.

Pasal 27

Cukupjelas.

Pasal 28

Cukupjelas.

Pasal 29

Cukupjelas.

Pasal 30

Cukupjelas.

Cukupjelas.

Pasal 32

Cukupjelas.

Pasal 33

Cukupjelas.

PasaJ 34

Cukupjelas.

Pasal 35

CukupjeMs.

PasM36

Cukupjeas

Pasal37

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukupjelas.
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